PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA KE BELANJA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH, DAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA

KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan belanja mendesak pelayanan

Mengingat

b.

: 1.

dasar masyarakat yang anggarannya tidak cukup tersedia
yaitu untuk Belanja Bantuan Operasional Sekolah
Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Belanja Bagi Hasil
Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2016;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pergeseran Anggaran Belanja Tidak
Terduga ke Belanja Bantuan Operasional Sekolah
Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Belanja Bagi Hasil
Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2016;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4485);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 5);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
48 /PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

dan Dana Desa;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten
Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2016 Nomor 77).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERGESERAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KE BELANJA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, DAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud :

1.
2.

10.

Daerah adalah Provinsi Banten.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagai
mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksananan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Banten.

Provinsi adalah Provinsi Banten.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah
Provinsi Banten.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur
Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Dana Bagi Hasil selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan
tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh
Pemerintah Pusat.

Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret,- cerutu, dan rokok
daun.

Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok.
Surat Pemberitahuan Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SPPR
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak Rokok untuk
melaporkan penghitungan clan/ atau dasar pembayaran Pajak Rokok.

Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/ produsen clan
importir rokok yang memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai.

Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah dana
yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan
pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat
dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai

petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



21.

Hibah BOS Provinsi adalah dana yang ditranfer dari rekening kas
umum daerah Provinsi ke Rekening Kas masing-masing satuan

pendidikan dasar.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah Pergeseran Alokasi Sisa

Anggaran Belanja Tidak Terduga pada APBD Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2016.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 3
Pergeseran Alokasi Sisa Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh
sembilan milyar rupiah).
Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi
kekurangan alaokasi anggaran sebagai berikut :
a. Belanja Hibah BOS sebesar Rp4.159.750.000 (empat milyar seratus
lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
b. Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp24.840.250.000,00 (dua
puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus lima

puluh ribu rupiah).

BAB III
MEKANISME PENGANGGARAN

Pasal 5
Pejabat pengelola keuangan daerah segera menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKAPPKD).
Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(RKAPPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar
penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.



Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN
Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 88.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H. M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010




